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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Apotek Opa 

Farma yang kami lakukan selama 1 bulan ini memberikan pengalaman dapat 

memperoleh ilmu baru tentang alur perencanaan, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. 

Pelayanan Kefarmasian di Apotek Opa Farma sudah sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan baik dalam proses perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, 

pencatatan dan pelaporan. Metode perencanaan kebutuhan di Apotek Opa 

Farma menggunakan metode konsumsi dan morbiditas. Permintaan sediaan 

farmasi dan bahan medis habis pakai di lakukan menggunakan surat pesanan 

diajukan oleh pengelola obat di Apotek Opa Farma. Penyimpanan barang di 

Apotek Opa Farma disimpan secara Alfabetis, FIFO dan FEFO. Pemusnahan 

dilakukan untuk sediaan farmasi yang kadaluarsa, rusak dam resep yang lebih 

dari 5 tahun. Pencatatan obat diapotek dilakukan secara ekternal dan internal. 

 

B. SARAN 

Setelah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Apotek Opa 

Farma, tim penyusun memberikan saran untuk adanya kartu stok di setiap 

obat untuk memonitoring dan mengendalikan obat keluar masuk secara 

berkala dan tidak terjadi kehilangan obat serta adanya sistem komputerisasi 

untuk mengontrol barang atau obat yang masuk maupun keluar dan 

mempermudah untuk menghitung pendapatan di setiap harinya. 
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